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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR A20/p.140- P18 DIry/2£10

TENTANG

i <NETAPAN PENEGERIAN KELAS JAUH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Mengi g i

x> ng

L

(3MP) NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

bahwa unluk menjamin sistem penyelenggaraan darn meningkatkan
mutu Satuan Pendidikan Kelas Jauh Sekolah Menangah Perama (SMP)
Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka
perlu menetapkan Kelas Jauh Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri menjadi Sekelah Menengah Pertama (SMP) Negeri;

L. bahwa Kelas Jauh  Sekolah Manengah Pertama (SMP)

Negeri 1 Cibadak di Cibadak, Sekolah Menengah Fertama (SMP)
Negert | Parungkuda di Parungkuda, Sekolah Merengah Pertama
(SMP) Negeri 1 Kabandungan di Kabandungan, Sekolah Menengah
Fertama (SMP) Negeri 1 Jampangtengah di Jampangtengah, Selwlah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Jampangkulon ci Jampangkulon,
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalibunder di Kalibunder,
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Surade i Surade dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri * Cismas di Ciemas, telah
memenuhi  persyaratan formal dan material untuk ditetapkan

penegeriarinya sesuai dengan peraturan .perundang-undangan yang
berlaku, ‘

bahwa unluk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati. -

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerzh-

13

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nemaor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor & Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lambaran Megara Republik

Indonoj’uia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lermbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041):

Undang Unoang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke.uangan Negara
(Lemba-an  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar 47,
Tambahan Lembarar Negaia Republik Indonesia Nomor 4286);
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1; iidikan
H;:i‘gr;%]|U'ﬁdang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Peanrlkfﬂ.
Tombat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom

SHRARAN Lembaran Negara Republii Indor.asia Nomor 4302);
5‘- Undar\g..

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

{Lembara” Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan
embarnn Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
pt!rund:.;1g-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanhun
2004 N>mor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 11389); ;
U”dﬁﬂ9~Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Femerikss2n
Pongelc'aan  Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembarar Negara
Reoublic  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang~Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeran
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNornor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahun Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesla Nomor 4844),

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ketangan
Antara Pemerintsh Pyusat dan remerintah Daerah (Lembaran Negara
Republih Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

i1, Peruturan Pemerintah  Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pendidikan
Men:naoh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44386):

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangun Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedorman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarsan Pemerintahan Dasgran
(Lernbaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1685,
Tambat:in Lembaran Negara Republik Indonesia Mornor 4593);

15.Peratur: n  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah  Pemerintahan Dasrah
Provinsi dan Pemerirtahan Daarah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republic Indonesia Tahun 2007 Momor 82. Tambahan Lembaran
Negara iRepublik Indonesia Nomor 4737);

— mesE——



18, Peratyr
0. Pemerintah Nomer 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uany
egaraxoaerah (LGMUBran Negara Republik Indonesla Tahun 2':.3'01?‘r
4‘:’031? 3 Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomo

W K|
17. Peraturan P

Perangkm D

omor 8g,
4741);

CNéme Isusl
8merintah” Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organ
aerah (Lembaran Nega-a Republik Indonesld TahunNzg‘%?;
Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia No
18, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentangawﬁli%‘?f‘a&g’
embaran Negara' Republlk Indonesia Tahun 2004883)? '
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '
19.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
N

egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom‘or 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4941);

{ Profes!
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tun]%:_g%%;
Kehormatan Frofesor (Lembaran Negara Republik Indones:ad s
2008 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 5016)

.
L]

21.Peraturan ivlenteri Pendidikan Naslonal Nomor 162/U/20%4 tentang
Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

22. Peraturan Menter! Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Buku Teks Pelajaran;

23.Peraturan  Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangean Daerah:

24. Peraturan Menterl Pendidlkan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Manengah:

25, Peraturan Mon

teri"Pendidikan Naslonal Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan (SKL);

26. Peraturan Menterl Pa

ndidikan Nasional Nomo
Standar Kualisifikas|

r 18 Tahun 2007 tentang
Akademik dan Kompetane

' Guru;
endidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang
dalam Jabatan:

28, Peraturan Menter Pendidikan Naslonal No

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Sa
Menengakh;

27. Peraturan Menteri P
Sertifikasi Bagl Guru

mor 139 Tahun 2007 tenta

ng
tuan Pendidikan Dasar d

an
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tenteng
Standar Penilaian Pendidikan:

30. Peraturan Menter! Pandidikan Nasional N

omor 24 Tahun 2007 tentang
Stander Sarana dan Prasarana untuk Sek
Ibtidaiyah (SD/MI), Sek

olah Dasar/Madrasah
8kolah Menengah Pertama/Madraszah Tsanawlyah
(SMP/MTS), dan Sekoiah Menengah Atas/Madrasuh Allyah (SMA/MA):
n Naslonal Nomor

50 Tahun 2007 tentang
andidikan oleh Pemarintah Daerah;

31.Peraturan Menter| Pendidika
Standar Pengelolaan P
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

q

32-53}:?}-"”3” Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang
: | .
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasicnal Nomor 12 Tahun ZOOKB It:;‘;;'a‘g
Penetapan Buky Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Ke
untuk digunakan Dalam Proses Pembelajaran; -
34.Peraturan Menter| Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Administrasl Sekolah/Madresah; :
an
35. Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Nomor 2f5 Tahun 2008 tentang
Stanc.ar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madraseh; 2008 tentang
e
36. Peraturan Menteri Pendidikan Naslonal Ncmorlfa Tahun 20
Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah; -
i |
37.Keputusan Menterl Pendidikan Nasional Nomor 080/U/2002 tenfeng
Pedoman Pendirlan Sekolah; i

38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang G
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun PR "
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabun:: Tahun 2006 Nomor N o

; intahan
39. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerin
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi
(Lembaran Daerah Kabupatan Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1)

l;

40. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Fc,.'augkatl '. \iﬂl
‘.i

|

Daerah Pemerintah Kabupaten Stkabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32), :

41.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009
Nomor 9): i

42.Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupatan Sukabumi
(Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

! Menet.aplka.n Penegerian Kelas Jauh Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabuml,

: Penegerian Kelas Jauh Sekolah Menengah Psrtama (SMP) Negeri
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU. adalah :

Sekolrah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cibadak;

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Parungkuda:

Sekolah Menangah Pertama (SMpP) Negeri 2 Kebandungan;

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Jampangtengah:

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jampangk Jlon:

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kalibunder:

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Strade;

Sekollah Menengah Ferama (SMP) Negeri 3 Ciamas;

I Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Ciemas.

TO o0 aoco0oopn

Negeri sabagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka sistem

tenaga pendidik dan
harus segera disesuaikan berdasarkan
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KEEMPAT ‘M
- Menuguska

mﬁlaksnnnkr;r:(?ﬁa:;a Dinas Pendidikan Kabupatar: Sukabuml untuk terus

KEDUA « gas pengawasan sebagaimana dimeksud pada Dikium
K1 IMA secara oplimal

i Dﬁn ar 1 ‘s

bangnt:!ngdalt:tdapknnnya Keputusan im, maka ketentuan lain Yyang

KEENAM engan Keputusan Inl, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai barlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palabuhanratu
a tangyal 3 Pebruari 2010




